
Menimbang : a. bahwa perkembangan kawasan perkotaan
Purwodadi sebagai ibu kota Kabupaten Grobogan,

harus diikuti dengan pengembangan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)publik yang memadai, sebagai upaya
untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup,

menjaga keseimbangan hidrologis dan memberikan
ruang interaksi sosial bagi masyarakat perkotaan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031,
memberikan landasan untuk pengembangan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) publik sekurang-kurangnya
200/0 luas wilayah kawasan perkotaan, sehingga
diperlukan penyediaan lahan sebagai lokasi
pengembangan RTH publik kawasan perkotaan
Purwodadi secara bertahap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Lokasi Ruang Terbuka Hijau Publik Tahap I
Kawasan Perkotaan Purwodadi di Kabupaten
Grobogan.
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<

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan ProvinsiJawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Framework Convention on

Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan
Iklim);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan PengelolaanLingkunganHidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata RuangWilayahNasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

PenyelenggaraanPenataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 tentang

PengelolaanBarang MilikNegara/Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Rencana AksiNasionalGas Rumah Kaca;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Perkotaan;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara

RepublikIndonesia Tahun 1945;
Mengingat



Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang dapat
dikembangkan pada lahan sebagaimana dimaksud pada

Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)Publik Tahap I Kawasan

Perkotaan Purwodadi menggunakan aset barang milik

daerah tanah eks bondo desa Kelurahan dengan luas ±

35.991 m-' , meliputi tanah eks bondo desa Kelurahan
Kalongandan Kelurahan Purwodadidengan perincian :
a. Tanah eks bondo desa Kelurahan Kalongan seluas ±

16.677m-;
b. Tanah eks bondo desa Kelurahan Purwodadi seluas ±

19.314m>.
Lokasi lahan sebagaimana ditunjukkan pada lampiran I,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

MEMUTUSKAN:

Perkotaan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 -

2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4

Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-

2016;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031;

KEDUA

Menetapkan

KESATU



PUDJIONO

Ditetapkan di Purwodadi
pada 1..~ AgLl>TUS QOI4'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Berdasarkan penetapan lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
publik Kawasan Perkotaan Purwodadi ini, maka Pemerintah
Daerah berkomitmen untuk mewujudkan tata kehidupan
kawasan perkotaan yang berkelanjutan, sebagai salah satu
prioritas pembangunan daerah, bersama dengan Pemerintah
Provinsidan Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan target pengembangan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)publik sekurang-kurangnya 20% luas
wilayah kawasan perkotaan, pengembangan luasan dan

sebaran lokasi RTH publik Kawasan Perkotaan Purwodadi
tahap berikutnya, akan dilaksanakan setelah melalui kajian
dan koordinasi sektor terkait, serta ditetapkan melalui
Keputusan Bupati sebagai lanjutan Keputusan ini;

SKPD sebagai pengguna tanah eks bondo desa yang
merupakan barang milik daerah akan diatur dan ditetapkan

melalui Keputusan terpisah, menyesuaikan dengan jenis
Ruang Terbuka Hijau (RTH)publik yang akan dikembangkan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA,serta tugas
pokok dan fungsi SKPDterkait.

Diktum KESATUdapat berupa keseluruhan 1 (satu) jenis

atau gabungan beberapa jenis di antara RTH taman dan
hutan kota maupun RTH fungsi tertentu lainnya,
mendasarkan pada kajian dan studi perencanaan master

plan atau Detailed Engineering Design (DED)RTH.

KEENAM

KELIMA

KEEMPAT

KETIGA
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